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4. Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 24 ayat (1), 
tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus 
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan 
kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. 

5. Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan  Pasal 24 ayat (2) 
Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. 

6. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 
(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 

7. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 
(2) kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi  dengan mengacu pada 
standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang 
mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan 
keterampilan. 

8. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang  tenaga kesehatan pasal 62 ayat 
(1) Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai 
dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. 

9. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang  tenaga kesehatan pasal 62 ayat 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

10. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang  tenaga kesehatan pasal 66 ayat 
(1) setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban 
untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar 
prosedur operasional. 

11. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang  tenaga kesehatan pasal 66 ayat 
(2) Standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk masing - masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan 
oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

14. Peraturan Menteri DIKBUD Nomor 81 Tahun 2013 tentang Ijasah, Sertifikat 
Kompetensi dan Sertifikat Profesi. 

15. Peraturan Menteri DIKBUD Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar 
Nasional.   

16. Peraturan Menteri DIKBUD Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan 
KKNI. 

17. Peraturan Menteri DIKBUD Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat 
Kompetensi. 

18. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2015. 
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. 
 


